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Abstract: The research focused on the importance of the establishment of 
special courts within the Religious Courts in the settlement of sharia economic 
disputes, and the legal construction of the establishment of a special syariah 
economic court within the Religious Courts. The results of research: First, 
the establishment of a special syariah economic court within the Religious 
Courts can achieve efficiency and professional realization so that the belief of 
sharia economic community towards the Religious Courts is realized. Second, 
the construction of the special law court of Islamic law within the Religious 
Courts is the 1945 Constitution and Law Number 48 Year 2009 on Judicial 
Power, and the position within the Religious Courts under the Supreme Court 
in accordance with Law No. 3 of 2006 on Amendment to Law Number 7 of 
1989 concerning Religious Courts jo Law Number 50 Year 2009 concerning 
Second Amendment to Law Number 7 Year 1989 on Religious Courts.

Keywords: special court, religious courts, sharia economic dispute, sharia 
banking
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Abstrak: Studi ini difokuskan pada pentingnya pembentukan pengadilan 
khusus di lingkungan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi 
syariah dan konstruksi hukum pembentukan pengadilan khusus ekonomi 
syariah di lingkungan Peradilan Agama. Studi ini menyimpulkan: Pertama, 
pembentukan pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan 
Agama dapat mencapai efisiensi dan terwujudnya profesionalitas sehingga 
kepercayaan masyarakat ekonomi syariah terhadap Pengadilan Agama 
terwujudkan. Kedua, konstruksi hukum pengadilan khusus ekonomi syariah 
di lingkungan Peradilan Agama adalah UUD NRI 1945 dan UU No. 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 3 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo UU 
No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama. 

Kata kunci: pengadilan khusus, peradilan agama, sengketa ekonomi syariah, 
bank syariah

تسوية في  الدينية  المحاكم  داخل  خاصة  محاكم  إنشاء  أهمية  على  البحث  وركز   ملخص: 
 المنازعات الاقتصادية للشريعة، والبناء القانوني لإنشاء محكمة اقتصادية شرعية خاصة داخل
 المحاكم الدينية، وأساليب البحث هي قانون معياري تجريبي، يتم تحليل مصادر المواد الأولية
 والثانوية التي تم الحصول عليها من الأدب والبحوث الميدانية باستخدام الأساليب النوعية
 نتائج البحث: أولا، إنشاء محكمة اقتصادية شرعية خاصة داخل المحاكم الدينية يمكن أن
 يحقق الكفاءة والإدراك المهني حتى يتحقق اعتقاد المجتمع الاقتصادي الشرعي تجاه المحاكم
 الدينية، ثانيا، إن إنشاء محكمة القانون الإسلامي الخاصة في المحاكم الدينية هو دستور عام
 5491 والقانون رقم 84 لسنة 9002 بشأن السلطة القضائية، والموقف داخل المحاكم
 الدينية التابعة للمحكمة العليا وفقا للقانون رقم 3 لسنة 6002 بشأن تعديل القانون رقم
 7 لسنة 9891 بشأن المحاكم الدينية القانون رقم 05 لسنة 9002 بشأن التعديل الثاني

للقانون رقم 7 لسنة 9891 بشأن المحاكم الدينية

الكلمات المفتاحية: محكمة خاصة، نزاع شرعي، البنوك الشريعة، المحاكم الدينية
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Pendahuluan
Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku dan penyelenggara 

kekuasaan kehakiman. Ia mempunyai kedudukan yang sejajar dengan 
peradilan lainnya dalam menegakan hukum. Posisi Pengadilan Agama 
semakin mendapat tempat dan dianggap banyak kalangan sebagai 
momentum paling bersejarah bagi perkembangan Pengadilan Agama 
dalam perluasan kewenanganya dalam perkara ekonomi syariah 
ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 
tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Pengadilan Agama (Jaenal Aripin, 2008: 1).

Perkembangan ekonomi syariah berupa perbankan syariah di-
tandai dengan lahirnya Bank Muamalat sebagai perintis perbankan 
syariah tahun 1991 dan mulai beroperasi tahun 1992 (Syafi’i, 2001: 
213) Pertumbuhan ekonomi syariah yang semakin pesat di Indonesia 
memberikan implikasi hukum apabila ada sengketa antara para pihak, 
ditambah dengan semakin meningkatnya produk-produk syariah dengan 
berbagai bentuk dan ragamnya, maka kemungkinan akan muncul nya 
suatu sengketa yang berkaitan dengan perbankan syariah juga akan 
semakin beragam (Cik Basir, 2009: 7). Melihat kebutuhan lembaga 
penyelesaian sengketa perbankan syariah, maka Majelis Ulama Indonesia 
(selanjutnya disingkat MUI) memprakarsai berdirinya Badan Arbitrase 
Muamalat Indonesia (selanjutnya disingkat BAMUI) kemudian menjadi 
Badana arbitrase Syariah Nasional (Mardani, 2010: 99).

Sebenarnya, awal pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, 
kendala hukum sudah dihadapi. Hal ini nampak dari fakta tertundanya 
operasi dari Bank Muamalat yang berdiri pada tahun 1991, baru dapat 
beroperasi pada tahun 1992 setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1992 sebagai dasar hukum pertama, dalam Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1992 Kemudian pada tahun 1998, terjadi perubahan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, namun pembicaraan khusus 
tentang lembaga penyelesaian sengketa terhadap nasabah dengan 
jasa perbankan syariah juga tidak ditemukan. Hal ini diantaranya 
disebabkan bahwa secara politik, keberadaan perbankan syariah 
disamarkan dengan menggunakan istilah “prinsip bagi hasil” 

Pada 2006, penyelesaian sengketa ekonomi syariah mendapatkan 
titik terang dengan adanya amandemen dari Undang-Undang Nomor 
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7 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Peradilan Agama. Pasal 49 dari undang-undang tersebut menyebutkan: 
“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, 
dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 
beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. 
Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah, dan i. Ekonomi syariah. (Manan, 
2011: 425). Permasalahan yang kemudian muncul adalah adanya undang-
undang perbankan syariah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) telah memberikan kewenangan Peradilan Umum dalam 
penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hal ini tertuang di ketentuan 
Pasal 55 serta di Penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Hudiata, 2012: 30).

Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah 
penyelesaian melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum 
ini juga menunjukan masih rendahnya kemauan politik (political will) 
dari pihak pemerintah dalam mendukung lembaga perbankan syariah, 
sehingga dalam perkembangan bank syariah berdampak ketidak pastian 
hukum dalam penyelesaian sengketanya. 

Ketentuan terhadap kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi 
syariah pada Pasal 55 ayat (2) ini memang telah diputus Mahkamah 
Konstitusi dengan Nomor 93/PUU-X/2012 yakni menguatkan lembaga 
Peradilan Agama sebagai institusi yang berwenang dalam menerima, 
memeriksa, memutus perkara ekonomi syariah, pada kenyataannya, 
masih saja ada penyelesaian sengketa perbankan syariah diajukan ke 
Pengadilan Negeri. Contoh kasus sengketa yang masih menggunakan 
Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa syariah adalah perkara 
antara CV. Makmur Rezeki dengan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor 
Cabang Pembantu Medan Ringroad (Hidayat, USU Law Journal, 2016: 
167). Adanya gugatan nasabah bank syariah melalui Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen (selanjutnya disingkat BPSK) kemudian atas 
putusan BPSK para pihak dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan 
Negeri, seperti perkara Nomor 88/PDT-Sus/BPSK/2016/PN.BKN 
antara Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam melawan 
nasbahnya bernama Sawin Haryono dan masih banyak perkara lainya 
(data diperoleh dari Pengadilan Negeri Bangkinang 3 Juni 2015).

Ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi 
syariah yang berkelanjutan begitu lama memberikan dampak pada 
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ketidak percayaan pelaku ekonomi syariah terhadap lembaga Peradilan 
Agama yang saat ini diberikan amanah sebagai lembaga yang berwenang 
menyelesaiakanya. Untuk mengatasi permasalahan ter hadap metode 
penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya per bankan syariah 
sebenarnya pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama, telah memberikan solusi yaitu dengan membentuk 
pengadilan khusus. Pengadilan khusus yang dimaksud adalah Pengadilan 
khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama.

Adapun permasalahan lain adalah adanya jumlah perkara di 
Peradilan Agama lebih banyak dari jumlah hakim yang ada. Perkara-
perkara hukum keluarga (family court) yang masuk ke Pengadilan 
Agama hampir 90% dibandingkan perkara lainya.ii(http://www.
kompasionana.com/bangdepan/inilah-penyebab-perceraian-tertinggi-
diindonesia_55094acaa.3331122692e3965, akses 26 Agustus 2017). 

Banyaknya perkara hukum keluarga tentu banyak menyita 
perhatian hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa 
ekonomi syariah yang akan ditanganinya, padahal luasnya ruang lingkup 
ekonomi syariah memerlukan perhatian khusus dalam penyelesaian. 

Pentingnya pembentukan pengadilan khusus ekonomi syariah 
merupakan upaya melaksanakan eksistensi ekonomi syariah yang ber-
kembang di Indonesia dewasa ini. ekonomi syariah memiliki fungsi 
menunjang stabilitas perekonomi nasional berdasar atas demokrasi 
ekonomi syariah, berperanya ekonomi syariah untuk menunjang stabilitas 
perekonomi nasional maka perlu dipersiapkan model penyelesaian 
sengketa ekonomi syariah yang dianggap mampu memberikan suatu 
keuntungan berupa public confidence, yaitu kepercayaan lembaga. 
Tanpa mengurangi apresiasi yang telah dilakukan Mahkamah Agung 
RI terhadap upaya-upaya untuk mendapatkan public trust dari pelaku 
ekonomi syariah yang sudah cukup lama dilakukan, kenyataanya masih 
membuka ruang terjadinya ketidakpastian hukum terhadap sengketa 
ekonomi syariah, terjadinya keragu-raguan yang masih berlangsung 
dari pencari keadilan khususnya pelaku ekonomi syariah. 

Ide pembentukan pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan 
Peradilan Agama berdasarkan Pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006 menyatakan: “Di lingkungan Peradilan Agama dapat 
diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan undang-
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undang.”Konstruksi hukum pembentukan pengadilan khusus tersebut 
ditegaskan kembali pada Pasal 3A ayat (1), (3) dan ayat (4) Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

Memperhatikan Pasal 3A ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang 
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut, bahwa pada 
Pengadilan Agama dapat didirikan pengadilan khusus, yakni Pengadilan 
ekonomi syariah, seperti halnya Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan 
Industrial pada Pengadilan Negeri (berada di lingkungan Peradilan 
Umum), dimana hakim dan paniteranya memiliki keahlian khusus, 
sedangkan ketentuan pengangkatan hakim ad hoc ditegaskan dalam Pasal 
13B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Kedudukan pengadilan khusus dipertegas dengan disahkan-
nya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman. Undang-undang ini memberi batasan pengertian tentang 
pengadilan khusus, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 8, 
yaitu pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, 
meng adili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk 
dalam salah satu lingkungan badan peradilan dibawah Mahkamah 
Agung yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan hakim ad hoc 
bertugas di pengadilan khusus. Ketentuan pengadilan khusus kembali 
ditegaskan pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana disampaikan 
di atas, maka studi itu difokuskan pada dua hal, yaitu apa yang 
melatarbelakangi pentingnya pembentukan pengadilan khusus di 
lingkungan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi 
syariah dan konstruksi hukum pembentukan pengadilan khusus 
ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama.

Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data lengkap, mendalam dan memberi jawaban 
yang tepat terhadap permasalahan yang diajukan digunakan bentuk 
penelitian normatif-emperis. Data penelitian kepustakaan dikumpulkan 
merujuk kepada bahan-bahan didokumentasikan dengan menggunakan 
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alat studi dokumentasi, sedangkan data penelitian lapangan berasal dari 
wawancara dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu daftar per-
tanyaan dan pedoman wawancara. Data primer dan data sekunder diperoleh 
dari penelitian kepustakaan dan lapangan dianalisis menggunakan metode 
kualitatif (Cresswell, J, Jurnal Equilibrium, Vol. 5, No. 9, 2009a: 2). 

Analisis kualitatif ini dilakukan dengan memperhatikan fakta 
yang ada di lapangan dan digabungkan dengan data sekunder yang 
diperoleh dari bahan kepustakaan. Hasil analisis tersebut dipaparkan 
secara deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang 
ditemukan dalam penelitian Cresswell (2009b: 3), sehingga diperoleh 
uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif. 

Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsi-
kan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya men-
deskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang 
sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif 
kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi me-
ngenai keadaan yang ada (Mardalis, 1999: 26). Penelitian deskriftif 
kualitatif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-
keadaan nyata sekarang yang sementara berlangsung.

Karakter Khusus Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Karakter khusus penyelesaian sengketa perbankan penting dilakukan 
mengingat perbankan merupakan suatu lembaga yang mempunyai fungsi 
sebagai agent of trust (keberadaan lembaga ini sangat tergantung pada 
kepercayaan nasabah). Bagi kegiatan ekonomi syariah dalam menjalankan 
aktifitasnya tidak hanya kegiatan usaha, atau produknya saja yang harus 
sesuai dengan prinsip syariah, namun juga meliputi hubungan hukum 
yang tercipta dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Termasuk jika 
terjadi sengketa antara pelaku ekonomi syariah, semua harus didasarkan 
dan diselesaikan sesuai dengan prinsip syariah Cik Basir (2009b: 5). 

Dapat dikatakan bahwa bagi setiap muslim, semua aspek ke-
hidupan nya berhubungan erat dengan hukum, termasuk di antara-
nya berkenaan dengan ekonomi syariah, dengan demikian, guna 
men jaga aktifitas perbankan syariah dari perpektif syariah maka perlu 
mengkaitkan setiap sumber dan investasi dana, produk-produk, 
pelaksanaan akad, penyelesaian akad dan akses kepada keadilan jika 
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terjadi persengketaan dengan prinsip-prinsip syariah. Berkaitan dengan 
akad pada perbankan syariah, agar kesemuanya sejalan dengan syariah 
(Setyowati, 2016).

Kekhususan ekonomi syariah di Indonesia dalam menjaga prinsip 
syariah terhadap produk hukum berkenaan dengan perbankan syariah 
harus mendapatkan pengakuan dan bersifat terpusat oleh Dewan 
Syariah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang 
merupakan institusi yang independen. Sementara di negara lain, fatwa 
dapat dikeluarkan oleh perorangan ulama sehingga peluang terjadinya 
perbedaan sangat besar (Ali Syukron, 2013: 39). Hal ini juga menjadi 
ciri khusus perbankan syariah di Indonesia dalam rangka menjaga 
kepercayaan nasabah terhadap perbankan syariah dalam menerapkan 
prinsip syariah yang merupakan pedoman dasar bagi operasional bank 
syariah telah diterapkan dengan tepat dan menyeluruh. 

Pada sisi yang lain, agar peraturan perundang-undangan yang meng-
adopsi prinsip-prinsip syariah dapat dijalankan dengan baik, maka DSN-
MUI membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga 
keuangan syariah. oleh karena itu dibutuhkan hakim-hakim yang 
memiliki kompeten dalam bidang ekonomi syariah, hakim-hakim yang 
memahami fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berhubungan 
dengan ekonomi syariah. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya 
kesalahan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, ekonomi 
syariah lainya yang akan tercatat dalam sejarah.

Efisiensi untuk Kepastian Hukum

Tingginya ketidakpastian dalam melakukan usaha di Indonesia 
disebabkan karena keadaan penegakan hukum dan sistem peradilan di 
Indonesia yang sangat buruk. Banyak putusan pengadilan yang tidak 
menghormati kesepakatan yang telah dibuat pelaku bisnis, misalnya 
putusan pengadilan yang mengesampingkan pilihan hukum dan pilihan 
arbitrase para pihak. Ketidakpastian juga disebabkan karena seringnya 
pengadilan menolak untuk mengeksekusi perjanjian-perjanjian kredit 
telah disepakati para pihak, keadaan ini mengakibatkan ketidakefisienan 
dan ketidakpastian dalam melakukan kegiatan usaha karena tidak 
ada cara efektif pelaku usaha melaksanakan kontrak bisnis mereka, 
untuk menagih kredit macet, untuk mengeksekusiagunan, dan untuk 
menggugat pailit (Sayidin Abdullah, 2014: 48).
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Tidak efektifnya Pengadilan Agama menangani sengketa ekonomi 
syariah terlihat dari beberapa putusan yang telah dilakukan seperti 
pada pemeriksaan perkara Nomor:3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg yang 
diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama Bandung. Menurut 
hasil kajian dan analisis yang dilakukan Ahmad (2014: 13) dari segi 
penerapan hukum acaranya telah sesuai dengan ketentuan hukum 
acara perdata yang berlaku, akan tetapi dari segi asas sederhana, cepat 
dan biaya ringan tidak terpenuhi secara baik. Sebab sejak didaftarkan 
perkara nomor 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg. tanggal 03 Desember 
2009, Pengadilan Agama baru bisa menjatuhkan putusan pada tanggal 
11 Oktober 2010. Jadi untuk memutuskan 1 perkara ekonomi syariah 
membutuhkan waktu 11 bulan, hampir 1 tahun. 

Ini bukan waktu yang pendek, sangat tidak efisien dalam dunia bisnis. 
Termasuk pemeriksaan terhadap perkara nomor 0303/Pdt.G/2012/
PA.Yk. hanya sekedar menyatan “Pengadilan Agama tidak berwenang” 
majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mem butuhkan waktu 
sampai 3 bulan atau 90 hari. Untuk mewujudkan efisensi penyelesaian 
sengketa ekonomi syariah, penulis mengutip pendapat Richard Posner 
dan David Friedman yang mengatakan “bahwa sistem hukum yang 
baik justru dapat meningkatkan efisiensi dalam perekonomian sehingga 
mengurangi biaya ekonomi (ekconomi cost) dan biaya sosial (sosial cost) 
yang harus ditanggung pelaku usaha. Sayidin Abdullah (2014b :485).

Pasca penentuan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan 
Pengadilan Agama sebagai lembaga pengadilan yang berwenang me-
ngadili sengketa ekonomi syariah juga masih menyisahkan problematika 
hukum terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui 
lembaga non litigasi, khususnya BASYARNAS, alih-alih, masih ada 
ketentuan yang mewajibkan bahwa setiap putusan BASYARNAS 
harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri dan eksekusi nya putusan 
BASYARNAS juga dilaksanakan atas perintah Pengadilan Negeri dan 
bukan Pengadilan Agama, sebagai satu-satunya lembaga litigasi yang 
memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan perkara ekonomi 
syariah. (Triana Sofiana, http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.
php/jhi, akses 31 Maret 2017).

Penyelesaian ekonomi syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 93/PUU-X/2012 ke Pengadilan Negeri juga masih terjadi, 
seperti contoh pengajuan gugatan antara pelaku usaha syariah dengan 
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nasabahnya terlihat pada Perkara Nomor 88/PDT-Sus/BPSK/2016/
PN.BKN antara Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam 
melawan nasbahnya bernama Sawin Haryono, Perkara Nomor 89/PDT-
Sus/BPSK/2016/PN.BKN antara Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 
Panam melawan nasabahnya bernama Rubiyanto, Perkara Nomor 90/
PDT-Sus/BPSK/2016/PN.BKN antara Bank Syariah Mandiri Kantor 
Cabang Panam melawan nasabahnya bernama Tri Agus Hariyanto, 
Perkara Nomor 92/PDT-Sus/BPSK/2016/PN.BKN antara Bank Syariah 
Mandiri Kantor Cabang Panam melawan nasabahnya bernama Ahmad 
Sayuti. Pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri tersebut faktor adanya 
ketidakharmonisan Undang-undang ekonomi syariah dengan Undang-
undang Perlindungan Konsumen, sedangankan putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tidak ada menyinggung keberadaan 
undang-undang perlindungan konsumen itu sendiri. Dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang 
memuat badan penyelesaian sengketa konsumen pada pasal 49 sampai 
pasal 58 mennjadi dasar pengajuan gugatan yang dilakukan nasabah 
kepada perbankan syariah ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
(BPSK) sedangkan para pihak yang tidak puas terhadap putusan Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat menempuh upaya 
hukum ke Pengadilan Negeri hingga ke Mahkamah Agung. 

Terjadinya pemeriksaan perkara atas putusan BPSK yang dilakukan 
Pengadilan Negeri tersebut disebabkan tidak jelasnya aturan tentang 
prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sedangkan putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tidak memberikan 
kepastian hukum terhadap Undang-undang perlindungan konsumen 
mengenai kekhususan ekonomi syariah yang penyelesaiannya melalui 
BPSK maka upaya hukum bandingnya dilakukan ke Pengadilan Agama.

Belajar dari kasus-kasus diatas, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama, ditegaskan kembali Undang-Undang 
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memuat pasal 
diperbolehkannya pembentukan pengadilan khusus di lingkungan 
Peradilan Agama, pengadilan khusus yang dibentuk harus memuat masa 
waktu penyelesaian sehingga para pelaku ekonomi syariah nantinya 
menemukan efisien waktu dalam mendapatkan hak dan kewajibanya.
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Sebagai lembaga pengadilan, Pengadilan khusus ekonomi syariah 
nantinya berkewajiban menjawab langsung problematika yang diajukan 
masyarakat, yaitu harus dijawab segera, lugas, tegas. Putusanya pun 
bisa diterima secara nalar di kalangan institusi kehakiman, forum ilmu 
pengetahuan hukum, masyarakat luas dan para pihak yang berperkara. 
Putusannya perlu kecermatan sehingga tidak berpotensi untuk dikoreksi 
atau dibatalkan oleh jenjang pengadilan berikutnya, serta memiliki jangka 
waktu dalam penyelesaianya, pembentukan pengadilan khusus ekonomi 
syariah harus memenuhi prinsip efisiensi yaitu cepat, cermat, dan biaya 
ringan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama yaitu dengan memperhatikan tanggal 
masuk perkara dan tanggal putusan. Sebagaimana model penyelesaian 
sengketa Pengadilan Niaga.

Asas Profesionalitas Kepentingan dalam Penyelesaian Sengketa 
Ekonomi Syariah 

Mengenai pentingnya asas profesionalitas dalam penyelesaian sengketa 
ekonomi syariah oleh Pengadilan Agama dikarenakan asas profesionalitas 
merupakan prinsip-prinsip ekonomi Islam serta merupakan asas-asas atau 
prinsip-prinsip hukum umum di Indonesia. Mengacu kepada Pasal 3A 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kemudian 
ditegaskan kembali pada Pasal 3A dan Pasal 13B Undang-Undang Nomor 
50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengenai dibolehkanya dibentuk 
pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Agama yang ditandai dengan 
pengangkatan hakim adhoc merupakan inisiasi dalam menghadapi 
penanganan penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Keberadaan hakim ad-hoc untuk memeriksa, memutus sengketa 
ekonomi syariah menjadi penting. Keberadaan hakim ad-hoc relevan 
untuk dibentuk di lingkungan peradilan agama. Praktik penanganan 
perkara menunjukan pada bidang tertentu masih dibutuhkan keahlian 
khusus dalam rangka mengimbangi kemampuan hakim karier. (www.
hukumonline.com)

Keberadaan hakim ad-hoc terhadap penyelesaian sengketa ekonomi 
syariah akan memberikan keuntungan bagi negara sesuai dengan 
karakter tersebut, karena hakim ad-hoc yang diangkat mempunyai 
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karakter yang berbeda dengan hakim pada umumnya, termasuk hakim 
karier di Pengadilan Agama, hakim yang memiliki kompetensi dan 
pengalaman lebih khusus, dengan maxim pengetahuan yang sudah teruji, 
kemampuanya menyelesaikan ekonomi syariah yang sangat khusus dan 
khas, serta memahamai teknis ekonomi syariah secara komprehensif, 
dengan demikian hakim ad-hoc akan mengimbangi kemampuan teknis 
hakim dari jalur karier. Jika di lingkungan Peradilan Agama memiliki 
penyediaan sumber daya manusia yang berkompeten dan diakui oleh 
pemangku kepentingan ekonomi syariah di Indonesia, akan membuka 
peluang untuk menempatkan ekonomi syariah khususnya perbankan 
syariah di Indonesia sebagai bank Islam retail terbesar di dunia dengan 
konstruksi alasan Indonesia memiliki hakim spesialisasi hukum ekonomi 
syariah terbanyak yang mampu menyelesaikan perkara perbankan syariah, 
dan pengadilan khusus ekonomi syariah sebagaimana Pengadilan Agama 
nantinya akan diawasi oleh Mahkamah Agung serta Komisis Yudisial dan 
juga masyarakat (Aden Rosadi, 2015: 142). Di sinilah letak keuntungan 
negara.

Keberadaan hakim ad-hoc guna mengimbangi kemampuan teknis 
hakim dari jalur karier diharapkan mewujudkan putusan yang me-
ngandung kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan kepada pelaku 
ekonomi syariah maupun penggunadan/atau nasabah yang apabila 
terjadi sengketa melalui jalur litigasi, terlebih bila hakim ad-hoc diyakini 
berasal dari kalangan profesional yang memahami praktek-praktek di 
lapangan. Hakim ad-hoc di Pengadilan Agama dalam menuntaskan 
perkara ekonomi syariah dibutuhkan untuk mendapatkan profesionalitas 
terutama jika masalah-masalah yang kompleks. Dibentuknya pengadilan 
khusus karena terdapatnya putusan Pengadilan Agama terhadap 
sengketa ekonomi syariah saat ini di  pandang belum memberikan public 
trust, serta tidak mendapatkan pengakuan dari pemangku kepentingan 
ekonomi syariah di Indonesia, dan kekurangan dalam keahlian hakim di 
Pengadilan Agama dalam bidang ekonomi syariah.

Konstruksi Hukum Pembentukan Pengadilan Khusus Ekonomi 
Syariah 

Keberadaan pengadilan khusus dalam penyelesaian sengketa 
ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama didukung dengan 
kontruksi hukum yakni dalam lingkungan Peradilan Umum sebagai-
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mana ketentuan konstitusional dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 
me ngatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah 
Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 
Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan peradilan 
militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah 
Mahkamah Konstitusi”. Ketentuan konstitusional tersebut dielaborasi 
dalam undang-undang Peradilan Agama, “Peradilan Agama merupakan 
salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari 
keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang 
diatur dalam Undang-undang ini” dan Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan kedudukan dalam 
lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung RI sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan 
Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
Sehingga pengadilan khusus ekonomi syariah dilingkungan Peradilan 
Agama memenuhi aspek konstitusional.

Penutup

Dualisme lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih 
saja terjadi. Terjadinya dualisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah 
diakibatkan tidak harmonis perundang-undangan, yakni Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbetrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa, faktor choice of forum dan faktor 
hakim tidak boleh menolak perkara

Keberadaan pengadilan khusus dalam penyelesaian sengketa 
ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama didukung dengan 
kontruksi hukum yakni Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan 
kedudukan dalam lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah 
Agung RI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama. Oleh karenanya, ide pembentukan pengadilan 
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khusus ekonomi syariah perlu ditindaklanjuti untuk mengakhiri 
ketidak pastian hukum dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat 
khusus nya pelaku ekonomi syariah.[]
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